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Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah adalah banyaknya urusan Pemerintahan●

yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh
Peraturan perundang-undangan kepada daerah.
Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar●

warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah
untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta
ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi
internasional.
Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi●

kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:Pendidikan;●

Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; danSosial.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 

RUMUS

-

WALI DATA
Sekretariat Daerah
UKURAN

-

UNIT
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan
KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah
tertentu.
 

INTERPRETASI

Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerahmenunjukan banyaknyaurusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh daerah tertentu.
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KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten
 

PERIODE
Tahunan
LAG DATA

H+1
 

KEWENANGAN

BAPPEDA
 

DOKUMEN

LPPD
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